BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

a.

KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional;

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor
KMK.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 300/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 20 Mei 2020
tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4677);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



14.

15.

16.

17.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonsia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedomoan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor
119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK
177/KMK.07/2020 tentang  Percepatan  Penyelesaian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
300/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor S5 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 4);
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020

Nomor 8);



Menetapkan

33. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020
Nomor 9);

34. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 52) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 43.901.822.055,00
b. Dana Perimbangan Rp. 669.825.110.825,00
c. Lain-Lain Pendapatan Rp. 345.129.029.212,00
Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 1.058.855.962.092,00




2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Subsidi
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan
Sosial
5) Belanja Bagi Hasil
6) Belanja Bantuan
Keuangan
7) Belanja Tidak
Terduga
Jumlah  Belanja  Tidak
Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja

sejumlah

Pegawai

2) Belanja Barang dan

Jasa sejumlah
3) Belanja

Sejumlah

Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa  Lebih
Anggaran

Pembiayaan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

271.357.855.298,00
300.000.000,00
7.942.800.000,00

0,00

1.150.009.163,00
186.776.924.433,00

40.795.405.273,00

550.093.982.325,00

19.435.857.48,00

275.549.295.300,00

255.108.739.543,00

550.093.982.325,00

1.058.416.886.492,00

439.075.600,00

1.560.924.400,00

2.000.000.000,00

(439.075.600,00)

0,00



Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Empat
Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran
2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 18

n Sesual Dengan A$Nnya

KEPALA BAGIAN KUM

—y ——

—

FAIZAL US, SHIM.M

3194631016
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